
92 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Albulescu, C.T., dan Goyeau, D. 2013. EU Funds Absorption Rate and The 

Economic Growth. Timisoara Journal of Economics and Business, Vol.6 

No.20:153-170. 

http://www.tjeb.ro/index.php/tjeb/article/download/TJEB20_153to170/pdf 

(diakses tanggal 31 Desember 2014) 

 

Arif, Emkhad. 2011.  Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Riau Tahun 2011. Tesis. Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta. (tidak dipublikasikan). 

 

Asian Development Bank. 2006. Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran 

Pemerintah Daerah di Indonesia. The Asia Foundation. 

http://www.slideshare.net/syukriy/panduan-analisis-anggaran-indonesia-

27455764 (diakses tanggal 16 Februari 2015) 

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga. Jakarta 

  

BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim. 2014. Laporan Hasil Pengawasan Atas 

Akuntabilitas Keuangan Negara / Daerah dan Akuntabilitas Kinerja 

Tahun 2013. Samarinda. 

Cut Zurnali. 2010. Pengertian Komitmen Organisasi. 

http://oldstatistikbisnis.narotama.ac.id/index.php/selengkapnya/119 

(diakses tanggal 13 Maret 2015) 

Department Ministry of Finance. 2011. Economic Development Policy and 

Research, Planning and Economic Development Uganda, Absorptive 

Capacity Constraints: The causes and implications for budget execution. 

http://www.finance.go.ug/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task

%3Ddoc_download%26gid%3D270%... (diakses tanggal 19 Desember 

2014) 

 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2010. 

Deskripsi dan Analisis APBD Tahun Anggaran 2010. Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2013. 

Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Jakarta 

 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Laporan Monitoring Realisasi 

APBD dan dana Idle Tahun Anggaran 2014 Triwulan I. Jakarta 

 

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN 
M. ARSYAD RIDANI, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc, Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.tjeb.ro/index.php/tjeb/article/download/TJEB20_153to170/pdf
http://www.slideshare.net/syukriy/panduan-analisis-anggaran-indonesia-27455764
http://www.slideshare.net/syukriy/panduan-analisis-anggaran-indonesia-27455764
http://oldstatistikbisnis.narotama.ac.id/index.php/selengkapnya/119


93 

 

Ghozali, Imam. 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 

SPSS19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. 

 

Gutawa, E. 2011. Identifikasi Faktor-Faktor  yang memengaruhi Realisasi 

Belanja Daerah di Kabupaten Bangka. Tesis. Program Studi Magister 

Ekonomika Pembangunan. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (tidak 

dipublikasikan). 

 

Halim, Abdul dan Damayanti,T. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 2, 

Salemba Empat. Jakarta. 

 

Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi 

Keuangan Daerah, Edisi 4, Salemba Empat. Jakarta. 

 

Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2013. Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi 

Sektor Publik, Salemba Empat. Jakarta. 

 

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika 

Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah,  Salemba Empat. Jakarta. 

 

Herryanto, H. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan 

Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga 

di Wilayah Jakarta. Tesis. Program Studi Perencanaan dan Kebijakan 

Publik Universitas Indonesia Jakarta. 

 

Kaharuddin, 2011. Analisis Faktor-Faktor  Yang Memengaruhi Penyerapan 

Belanja DAK Pendidikan di Pemda Sumbawa. Tesis. Program Studi 

Magister Ekonomika Pembangunan. Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. (tidak dipublikasikan). 

 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 

tahun 2006. 

 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2013. 

 

Koran Kaltim. 2013. Budiman ‘Ancam’ Mutasi. 

 http://www.korankaltim.com/budiman-ancam-mutasi-2/ (diakses tanggal 

23 Desember 2014) 

 

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi 2, UPP STIM YKPN. 

Yogyakarta. 

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN 
M. ARSYAD RIDANI, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc, Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.korankaltim.com/budiman-ancam-mutasi-2/


94 

 

Manasan, Rosario G., dan  Mercado, Ruben G. 2001. An Assessment of the 

Absorptive Capacity of Agencies Involved in the Public Works Sector. 

Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series 

No.2001-17. http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0117.pdf (diakses 

tanggal 19 Desember 2014) 

 

Moleong, Lexi J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya. 

 

Musgrave, Richard A. 1959. The Theory of Public Finance - A Study in Public 

Economy.McGraw-Hill. New York. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2010. Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2009. Tanjung Selor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2011. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Tanjung 

Selor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2010. Tanjung Selor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2012. Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2011. Tanjung Selor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2012. Surat Keputusan Bupati Nomor 

626/K/XII/900/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan 

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bulungan TA 2013.Tanjung 

Selor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2013. Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2012. Tanjung Selor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bulungan. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2013. Tanjung Selor. 

Priatno, P.A. 2012. Analisi Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Pada 

Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

  

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

 

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

 

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN 
M. ARSYAD RIDANI, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc, Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0117.pdf


95 

 

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Ritonga. 2012. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, 

Edisi 4. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.Yogyakarta. 

Saiful Rahman. 2013. Sistem Penganggaran Pemerintah. 

http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Sistem-Penganggaran-

Penerintah.pdf (diakses tanggal 16 Februari 2015) 

Solikhin. 2014. Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah 

Pusat di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja. Tesis. Program Studi 

Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (tidak 

dipublikasikan). 

 

Sugiyono. 2014. Metoda Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif,dan R&D). CV. Alfabet. Bandung. 

 

Sulaiman, A.S., Hamzah, A.P., dan Priyanto,R. 2012. Penyerapan Anggaran di 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Faktor yang 

Memengaruhi. Jurnal BPPK, Volume 4. 

 

Suratno dan Arsyad, L. 2008, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, 

Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 

   

Tatar, M. 2010. Estonian Local Government Absorption Capacity of European 

Union Structural Funds. Halduskultuur – Administrative Culture 11 (2), 

202-226. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=Estonian+Local+Governmen

t+Absorption+Capacity+of+European+Union+Structural+Funds&btnG= 

(diakses tanggal 24 Januari 2015) 

 

Wiyono,G. 2011. Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis                

SPSS 17.0 dan SmartPLS 2.0. Edisi 1, UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 

Zaman, G. and Cristea, A. 2011. EU Structural Funds Absorption in 

Romania:Obstacles and Issues. The Journal of Economic Literature 

(JEL) Classification E22; F36; O19; O47 

http://www.revecon.ro/articles/2011-1/2011-1-4.pdf  (diakses tanggal 30 

Desember 2014) 

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN 
M. ARSYAD RIDANI, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc, Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf
http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf

